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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sbb: 

1. Pengelolaan minyak dan gas bumi sebelum lahirnya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 diselenggarakan oleh pemerintah 

sebagai pemegang kuasa pertambangan. Tindakan pemerintah yakni 

membentuk BP Migas sebagai pihak yang mewakili negara dalam 

pengelolaan usaha Migas. Pengelolaan yang seperti ini memiliki 

kelemahan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang 

Minyak dan Gas Bumi, Dimana Badan Pelaksana Migas melakukan 

kontrak kerja sama (KKS) dengan pihak asing sehingga hal tersebut 

mengakibatkan negara terikat dengan KKS jika hendak mengeluarkan 

peraturan yang bertentangan dengan KKS dan menempatkan posisi sejajar 

dengan para pihak dalam Kontrak Kerja Sama (KKS).   

2. Pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yaitu dengan dihapuskannya frasa 

“badan pelaksana” dalam Undang-Undang Migas, maka eksistensi BP 

Migas turut dihapuskan. BP migas dihapuskan karena statusnya sebagai 

badan hukum perdata yang mewakili negara dianggap mendegradasi 

kedaulatan negara dan bertentangan dengan hak menguasai negara dalam 

Pasal 33 konstitusi. Oleh karena itu MK memutuskan pengelolaan 

dikembalikan kepada pemerintah dan memutuskan pemerintah harus 



 

membentuk lembaga baru yang mengelola mingas atau menyerahkan 

pengelolaan migas kepada BUMN. Tahun 2013 Pemerintah membentul 

SKK Migas untuk menggantikan BP Migas, pengelolaan usaha hulu yang 

sebelumnya dilaksanakan oleh BP Migas kemudian dilaksanakan oleh 

SKK Migas. Sebelumnya MK telah memutuskan dalam pengelolaan migas 

negara tidak boleh diwakilkan dan negara tidak boleh terikat dengan 

kontrak kerja sama (KKS), Namun jika dikaitkan dengan tujuan pasal 33 

konstitusi yakni mencapai kemakmuran rakyat, apabila negara tidak 

terlibat langsung dalam pengelolaan migas dengan memiliki saham pada 

cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, 

maka secara financial keuntungan negara sedikit sehingga berkurangnya 

pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk mesejahterakan 

rakyat. oleh karena itu pemerintah membentuk lembaga baru yaitu SKK 

Migas yang fungsinya sama dengan BP Migas, namun SKK Migas ini 

bukanlah sebagai badan hukum perdata melainkan satuan kerja khusus. 

Pengawasan terhadap SKK Migas dilakukan langsung oleh Menteri 

ESDM, Wakil Menteri ESDM, Wakil Menteri Keuangan dan Kepala 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Berbeda dengan 

sebelumnya yakni pengawasan dilakukan oleh BP Migas juga.  

3. Perspektif dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 

terhadap pengelolaan minyak dan gas bumi sbb: 

1. Aspek Kelembagaan, putusan MK ini telah menghilangkan eksistensi 

BP Migas dan dibentuknya lembaga baru yaitu SKK Migas dan 

dilengkapi dengan komisi pengawas. Penggantian BP Migas menjadi 



 

SKK Migas dianggap sebagai penggantian nama lembaga semata, 

sedangkan tugas, fungsi dan kewenangan nya tetap sama yaitu 

membentuk kontrak kerja sama. 

2. Aspek keadilan, pengelolaan migas dianggap belum mampu mencapai 

keadilan hukum bagi rakyat dikarenakan dalam pembentukan kontrak 

negara tatap masih diwakilkan oleh SKK Migas, sehingga masih 

menyamakan kedudukan antara negara dan para pihak dalam kontrak. 

3. Aspek Kemanfaatan, pengelolaan migas dianggap belum mampu 

memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat 

dikarenakan kontrak kerja sama berimplikasi pada habisnya persediaan 

pasokan migas nasional, meskipun ekploitasi migas dilakukan hingga 

menghabiskan persediaan pasokan migas, namun kemiskinan masih 

belum teratasi dan kemakmuran rakyat belum tercapai. 

 

ii. Saran  

1. Penulis mengharapkan agar pengelolaan minyak dan gas bumi di 

Indonesia mampu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi 

rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

2. Penulis mengharapkan agar revisi Undang-undang Minyak dan Gas bumi 

dapat menetapkan pihak penyelenggara migas tanpa harus mendegradasi 

kedaulatan negara, bertentangan dengan konstitusi tetapi mampu 

memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi 

rakyat.   



 

Revisi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi dapat menyerahkan hubungan 

keperdataan Minyak dan gas bumi kepada BUMN dengan penguasaan penuh 

terhadap sumber daya alam migas tetap berada pada negera sebagaimana yang 

dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. 

 

 

 



 

 

 


